BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.709, 2016 KEMENKOMINFO. Tindak  Pidana. Penyidikan.
Penindakan. Teknologi Informasi. Transaksi Elektronik.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
ADMINISTRASI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik;

b. bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Penyidikan terhadap tindak pidana Teknologi Informasi
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Mengingat

dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan
ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik;

bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung
jawab serta kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik diperlukan suatu pengaturan administratif
dalam melaksanakan penyidikan dan penindakan tindak
pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Administrasi Penyidikan dan
Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi

dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan
Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan
Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5298);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG ADMINISTRASI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Kementerian
Komunikasi dan Informatika yang diberi wewenang
khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana
Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
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tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut sebagai Penyidik Polri adalah Pejabat
Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Atasan PPNS adalah PPNS yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Aplikasi Informatika dan secara fungsional
membawahi dan mengkoordinir PPNS yang ditugaskan
menangani tindak pidana Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik yang selanjutnya disebut Tindak Pidana
adalah setiap perbuatan yang diancam pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Penelitian Tindak Pidana yang selanjutnya disebut
Penelitian adalah serangkaian tindakan PPNS untuk
memeriksa kebenaran laporan atau pengaduan atau
keterangan dalam rangka mencari dan menemukan
suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana
melalui kegiatan pengamatan, tindakan teknis, dan
tindakan lain sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan
wewenangnya.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),

telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
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angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik
yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem
Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh
orang yang mampu memahaminya.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan
prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik.

Alat Bukti Elektronik adalah Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang digunakan sebagai
alat bukti dalam peradilan Tindak Pidana sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ahli Forensik Sistem Elektronik yang selanjutnya
disingkat AFSE adalah orang yang karena keahliannya di
bidang forensik Sistem Elektronik ditugaskan oleh
atasannya berdasarkan permintaan, atau diminta oleh
PPNS untuk melakukan forensik terhadap Sistem
Elektronik.

Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara
Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya
atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut
diduga sebagai pelaku Tindak Pidana.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan

guna kepentingan Penyidikan, penuntutan, dan peradilan



